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KATA PENGANTAR  

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil 

dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan 

bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima 

melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem 

manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan 

utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, 

peraturan perundang undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, 

akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.  

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal 

pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhiharapan 

masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur 

pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat 

diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan 

jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak direspon oleh Pemerintah Daerah 

akan memberikan dampak buruk sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari 

masyarakat.  

Selanjutnya dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai 

akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara 

dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas 

dan kebutuhan masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap 

menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi 

masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan 

pelayanan publik adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam Forum Konsultasi Publik 

dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan, 

masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima 

selaku pengguna layanan.  

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan 

untuk menjamin Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak hanya 

dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan Standar Pelayanan, tetapi juga 

sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja dan 

pemberian penghargaan, sertapenyusunan kebijakan Pelayanan Publik.  

                                             Salatiga, 24 Juni 2024  

LURAH PULUTAN, 
 
 
 

CHOMSATUN, SH 
Penata Tk.I 

NIP. 19720118 200604 2 002  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara 

wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel. 

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik 

diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, 

serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak 

penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka 

pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara 

pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna 

layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. 

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana 

masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada 

penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna 

layanan. Kemudian penyelenggara pelayanan publik memberikan tanggapan atau 

menampung usulan, masukan dan saran yang diberikan oleh pengguna layanan. 

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kecamatan dan 

Kelurahan, Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk 

membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh 

Lurah yang mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat 

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan serta tugas lain yang diberikan 

oleh Wali Kota. 

Sebagai suatu Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik, Kelurahan 

dituntut untuk dapat menjamin ketersediaan pelayanan dan layanan yang diberikan 

kepada masyarakat benar-benar berkualitas prima. Pelayanan yang dimaksud tidak 

berorientasi profit tetapi harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan 

masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Pelayanan Publik tidak selalu diartikan 

sebagai pelayanan administrasi bidang kependudukan maupun bidang 
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pemerintahan. Pelayanan Publik mencakup aspek yang lebih luas, didasarkan pada 

filosofi bahwa pelayanan publik adalah bentuk pemberdayaan masyarakat. 

Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat 

kepada Pemerintah sebagai modal bagi kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam 

program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. 

Forum Konsultasi Publik Kelurahan Pulutan Tahun 2024 secara umum 

menjaring permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan ataupun keluhan 

yang diterima berasal dari peserta dari Perwakilan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan (LPMK), Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga 

(RW), unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur Kelurahan Siaga 

(Kelsi), unsur Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Perwakilan masyarakat yang 

berasal dari pengurus ini diharapkan mewakili keluhan atau masalah yang dihadapi 

atau dirasakan oleh masyarakat selama ini belum dapat terselesaikan. 

Forum Konsultasi Publik Kelurahan Pulutan Tahun 2024 merupakan kegiatan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Pulutan untuk perencanaan 

pelaksanaan pembangunan Tahun 2025. Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 

ini didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang di tiap Rukun Tetangga dan Rukun 

Warga. Dari usulan kegiatan di tiap RT dan RW kemudian diurutkan sesuai dengan 

prioritas dan kebutuhan serta kemanfaatan bagi masyarakat di tiap wilayah. Dari 

usulan kegiatan kemudian dikompilasi menjadi prioritas kegiatan pembangunan 

Kelurahan yang disesuaikan pagu anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

salatiga melalui APBD. 

Merupakan suatu hal yang wajar apabila masih terdapat kekurangan dan 

kelemahan dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Kelurahan, sehingga 

belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu kegiatan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melalui Forum Konsultasi Publik 

(FKP). Dengan dilakukannya FKP ini, diharapkan dapat menyerap aspirasi, saran, 

masukan, dan keluhan masyarakat, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat 

kebijakan dan perbaikan terkait pelayanan publik oleh Kelurahan dalam bidang 

pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dilakukan FKP untuk mengakomodir usulan perencanaan 

pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang 

disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan 

sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 
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C. Manfaat 

Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum yaitu menyelaraskan 

kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir 

dampak kebijakan yang merugikan publik. 

Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan adalah: 

a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;  

b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun 

perbaikan kebijakan; 

c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui 

kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik. 

Manfaat FKP khusus bagi publik: 

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang 

Pelayanan Publik; 

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah 

ditetapkan penyelenggara layanan; 

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara 

layanan; 

e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik.  

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup FKP tahun 2024 adalah pelibatan peran serta warga 

masyarakat dalam merumuskan usulan prioritas kegiatan di bidang pembangunan 

sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 
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BAB II 

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Forum Konsultasi Publik Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo dilaksanakan 

pada: 

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Januari 2024 

Waktu : pukul 08.00 - selesai 

Tempat : Balai Kelurahan Pulutan Jl. Siwelut No.1 Salatiga 

 

B. Penyelenggaraan dan Peserta 

FKP Tahun 2024 mengambil tema peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pelaksanaan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana serta 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pulutan. FKP tahun 2024 diselenggarakan 

oleh ASN Kelurahan Pulutan yang dikoordinasi oleh Kasi Ekonomi dan 

Pembangunan Kelurahan Pulutan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan menghadirkan pengurus dan anggota LPMK, 

Ketua RW, Ketua RT, unsur PKK, unsur Kelsi, unsur Karang Taruna, unsur 

Gapoktan, unsur PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di Salatiga.  

Tahapan yang dilalui antara lain: 

1) Koordinasi dan Pra Musrenbang 

2) Persiapan Kegiatan 

3) Pelaksanaan Kegiatan 

 

C. Metode Pelaksanaan 

Forum Konsultasi Publik dalam hal ini Musrenbang Kelurahan Pulutan 

dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan musyawarah yang melibatkan LPMK, Ketua 

RW, Ketua RT, unsur PKK, unsur Kelsi, unsur Karang Taruna, unsur Gapoktan, unsur 

PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan OPD dengan moderator Lurah. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

D. Susunan Acara  

SUSUNAN ACARA 

MUSYAWARAH PERNCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 

Selasa, 23 Januari 2024, 08.00 WIB - selesai 

Balai Kelurahan Pulutan 

 

Waktu URAIAN KETERANGAN 

07.30 - 08.00 Regristrasi Peserta Panitia 

08.00 - 08.15 

Pembukaan Pembawa Acara 

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya  Dirigen 

Doa Panitia 

08.15 - 09.00 Sambutan - sambutan 

Lurah Pulutan 

Camat Sidorejo 

09.00 - 09.30 
Pemaparan Tim Pendamping 
Musrenbang Tingkat Kota 

Kabid. Litbang dan Penyusunan 
Program Bappeda 

09.30 - 11.00 
Pemaparan Sklala Prioritas 
Rencana Kegiatan Tahun 2025 

LPMK 

11.00 - 13.00 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator 

13.00 - 13.20 
Pembacaan Hasil dan 
Penandatanganan Kesepakatan 
Hasil Musrenbang 

Panitia 

13.20 - 13.30 Sesi Foto Panitia 

13.30 Penutup Pembawa Acara 
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BAB III 

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

 

A. Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi 

Publik (Musrenbangkel) di wilayah Kelurahan Pulutan antara lain: 

1) Permasalahan sarana dan prasarana drainase dan jalan pemukiman; 

2) Permasalahan sarana dan prasarana tempat ibadah dan permakaman; 

3) Permasalahan sarana pendidikan anak usia dini dan kelompok masyarakat; 

4) Permasalahan pemberdayaan masyarakat masalah lingkungan, kesehatan, 

keagamaan, kebudayaan masyarakat, keterampilan dan pengetahuan 

masyarakat, kapasitas dan kapabilitas masyarakat. 

 

B. Analisa Masalah 

Permasalahan kurangnya prasarana buangan limpahan air hujan atau 

drainase di RW.02,04 dan 05 menyebabkan tergenangannya air di lokasi tersebut. 

Kondisi jalan pemukiman yang kurang memadahi di RW.02,03,04 dan 05 

menyebabkan transportasi di wilayah tersebut kurang nyaman dan lancar. Sarana 

keamanan lingkungan permukiman RW.01 dan penerangan jalan permukiman di 

RW.02 kurang memadahi. 

Permasalahan sarana dan prasarana tempat peribadatan yang kurang 

memadahi yaitu berupa kanopi dan pavingisasi masjid di RW.03 serta betonisasi 

masjid di RW.04. Sarana dan prasarana tempat permakaman di RW.05 berupa 

gapura, atap tandon air dan penerangan jalan makam. 

Permasalahan kurangnya sarana kelompok masyarakat berupa genset, sound 

sistem, LCD proyektor, gerobak dan motor pengangkut sampah, sarana untuk 

posbindu dan posyandu balita, remaja dan lansia, alat peraga edukasi untuk PAUD 

juga masih kurang. Sedangkan untuk kelompok tani ketersidiaan bibit padi hibrida 

sangat terbatas dari Dinas Pangan dan Pertanian. 

Permasalahan pemberdayaan masyarakat kurangnya pengetahuan tentang 

kesehatan dan ibu hamil, pengelolaan sampah, keamanan lingkungan dan 

penanggulangan kebakaran, ketarmpilan dalam kepranataan adicara dan tour guide 

outbound, serta dalam bidang ke PKK. 
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C. Rencana Aksi 

Sebagai tindak lanjut dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam hal ini 

Musrenbangkel maka direncanakan sebagai berikut: 

1) Permasalahan sarana dan prasarana di lingkungan permukiman, tempar 

peribadatan dan permakaman akan diusulkan dan dianggarkan melalui 

pemanfaatan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh 

LPMK sesuai dengan pendelegasian kewenangannya. Sedangan permasalahan 

yang tidak bisa ditangani LPMK akan diteruskan kepada OPD terkait untuk 

direncanakan pada kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan disertai proposal 

usulan masyarakat. 

2) Permasalahan sarana untuk kelompok masyarakat yaitu RW, Kelompok Tani, 

Kelurahan Siaga dan PAUD diusulkan dan dianggarkan pengadaannya melalui 

pemanfaatan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025. 

3) Permasalahan pemberdayaan masyarakat akan diusulkan dan dianggarkan 

kegiatannya melalui pemanfaatan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025 

dengan perbagai kegiatan yaitu sosialisasi, pelatihan, Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat Tingkat Kelurahan, Musyawarah Masyarakat Kelurahan, Gebyar 

UMKM, Merti Desa, Sarasehan Keagamaan, Pembinaan dan Lomba 

Administrasi PKK. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Forum Konsultasi Publik dalam hal ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Tingkat Kelurahan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

Kelurahan Pulutan. 

Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu 

pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang 

lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu 

dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan 

agar Forum Konsultasi Publik (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dapat terus 

menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kelurahan Pulutan. 
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